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BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan
bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati
Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah pada tanggal 26 Oktober 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 19650 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27 30);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari




10.

11.

12.

13.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 14 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Tenaga Kependidikan;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
7011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.07 /2020
Tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020
tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri
(Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005
Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri
C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan
Tkan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2010 Nomor 2 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri
C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2018 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri Cj,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2018 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri
C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 4);




43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2016 Nomor 10);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 5);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun
2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke
Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 14);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11
Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Pilkada Tahun 2023

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai
berikut:

1. Pendapatan Daerah.......ccccveeinneeninnniniinneeeeees Rp. 1.810.452.458.754
2. Belanja Daerahl ......ccocceeieimmmennenniniinineneee Rp. 2.182.098.999.528
(DEfiSit) = .ovevrrrrereerrssinnreniineeninies (Rp. 371.646.540.774)

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan ... Rp. 412.050.509.824
b. Pengeluaran ... Rp. (40.403.969.050)

Pembiayaan Netto........... Rp. 371.646.540.774
Selisih Lebih Perhitungan Anggaran tahun
Berkenaan: Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri

atas :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah .............. Rp. 194.566.870.571

b. Pendapatan Transfer sejumlah ........ccoeeeveen Rp. 1.556.683.491.283

c. Lain-lain pendapatan daerah yang

sah sefumlall ...oooverreriiiiinn e Rp. 59.202.096.900

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas jenis pendapatan :
a. Hasil Pajak Daerah sejumlah ....cooceeerinenens Rp. 36.570.650.387
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah ................ Rp. 8.867.305.418




c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang -
Dipisahkan sejumlah ......c.coeeees erneenesaieaas Rp. 1.847.294.966
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 147.281.619.800
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas jenis pendapatan:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp 1.464.232.482.845
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp. 92.451.008.438
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri atas jenis pendapatan:
a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan sejumlah ......coeiieeimmmminneeneneees Rp 59.202.096.900
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:
a. Belanja Operasi Sejumlal ....ccooceieniinnneeees Rp. 1.451.711.547.723
b. Belanja Modal Sejumlah ..cccooeeveeiveinnnrnneees Rp. 411.498.125.832
c. Belanja Tidak Terduga ...ccccseeeeessnnammnnresnees Rp. 3.500.000.000
d. Belanja Transfer ... Rp. 315.389.325.973

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah ......cccovveeemiiineeens Rp. 820.067.937.444
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah ............ Rp. 517.048.180.654
c. Belanja Hibah sejumlah ....cccoceevvnmiimeeeees Rp. 97.976.729.625
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah .....c..oeeeee. Rp. 16.618.700.000
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis
belanja :
a. Belanja Modal Tanah sejumlah ....cccoeiennnn s Rp. 2.033.728.000
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 109.208.155.789
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp. 52.963.296.213
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah Rp 214.703.704.005
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah.......... Rp. 32.589.241.825
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil sejumlah ......coocooeeneneen Rp. 4.547.795.584
b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah ......... Rp. 310.841.530.389
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri
atas :
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah ............. Rp. 412.050.509.824
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah ............ Rp. 40.403.969.050
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis
pembiayaan :
Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun -
Anggaran sebelumnya sejumlah ....cccoeiiiininnnns Rp. 412.050.509.824

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis |

pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan ......ccceeeesireeenen Rp. 20.000.000.000
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp. 20.403.969.050




Pasal 5
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktiv
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;

dan/atau
b. memanfaatkan uang
pendapatan atau selisih lebih realisasi

sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
keperluan mendesak.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendes
ayat (5) meliputi:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.

(10) Tata cara pelaksanaamn, penatausahaan, dan pertang
keadaan darurat diatur dengan Peraturan Bupati.

itas pemerintah daerah

oo

kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi
penerimaan pembiayaan
Daerah tentang APBD.

termasuk belanja untuk

ak sebagaimana dimaksud pada

gungjawaban belanja

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan Ap
Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;

bd Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok :

3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
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4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan

Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMd Dengan Rancangan
APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Pada RKPD Dan PPAS Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

APBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program

Prioritas Daerah.

o

Pasal 7
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2020

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2020
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